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LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN BIMOMARTANI 

TAHUN 2025 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Profil Singkat Pemerintah Kalurahan 

Kalurahan Bimomartani merupakan salah satu dari 5 kalurahan yang berada di 

wilayah Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman. Kalurahan ini memiliki luas 

wilayah sekitar 567,4655 Ha yang terdiri atas jumlah padukuhan 12 padukuhan , 27 

RW 61 RT. Batas wilayah Kalurahan adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Argomulyo, Kap Cangkringan 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Selomartani, Kap Kalasan 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Bimomartani, Kap Ngemplak 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Widodomartani, Kap Ngemplak 

Jumlah penduduk Kalurahan pada tahun 2025 sebanyak 8.039 jiwa, dengan 

komposisi 3.977 laki-laki dan 4.062 perempuan. Sebagian besar penduduk bermata 

pencaharian sebagai Petani. 

Pemerintah Kalurahan dipimpin oleh Lurah, dibantu oleh Pamong Kalurahan yang 

terdiri atas unsur Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana 

Kewilayahan. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kalurahan berpedoman 

pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan 

efisiensi. 

Secara kelembagaan, Kalurahan juga memiliki mitra strategis seperti Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan serta 

berbagai lembaga kalurahan lainnya yang berperan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 

Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 

(RKP Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan unsur 

masyarakat. 

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Pemerintah Kalurahan juga mengacu pada Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalurahan sebagai alat ukur 

keberhasilan pelaksanaan program. SAKIP Kalurahan menetapkan empat sasaran 

kinerja, yaitu: 

1. Penurunan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin; 

2. Penurunan jumlah anak stunting; 

3. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan; dan 

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Keempat sasaran kinerja ini menjadi fokus pembangunan Kalurahan setiap tahunnya 

dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Lurah sekaligus menjadi indikator 

utama dalam penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan setiap tahun, sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada akhir tahun, capaian 

dari masing-masing sasaran diukur dan dievaluasi untuk menentukan tingkat 

keberhasilan serta langkah perbaikan yang diperlukan di tahun berikutnya. 

B. Permasalahan dan Isu Strategis 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kalurahan Bimomartani menghadapi 

sejumlah isu strategis, baik yang bersumber dari kondisi internal maupun faktor 

eksternal, di antaranya: 

a. Penurunan Keluarga Miskin 

Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah berjalan seperti 

bantuan langsung tunai, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan Peningkatan 

sektor pertanian, dan Pelatihan UMKM namun tingkat kemiskinan masih perlu 

ditekan melalui pemberian pelatihan usaha dan modal usaha bagi masyrakat 

miskin. 

b. Penurunan Jumlah Anak Stunting 

Tantangan utama masih terdapat pada kurangnya kesadaran gizi keluarga dan 

pola makan yang belum seimbang. Kalurahan Bimomartani telah melakukan 

intervensi bersama kader kesehatan, kader posyandu, dan kader PKK untuk 

menurunkan angka stunting melalui edukasi dan pemberian makanan tambahan. 

c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan 

Potensi ekonomi lokal seperti pengelolaan tanah kas Kalurahan, pengembangan 

unit usaha milik Kalurahan (BUMKal), dan sewa aset Kalurahan masih perlu 

ditingkatkan. Pengelolaan Pendapatan Asli Kalurahan yang kreatif dan transparan 

menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal Kalurahan. 

d. Peningkatan Pelayanan Publik 

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan efisien semakin 

tinggi. Pemerintah Kalurahan berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui 

kualitas layanan melalui pelayanan online serta penerapan standar pelayanan, 

serta penerapan standar pelayanan minimal. 

Permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana 

kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Kalurahan yang berfungsi sebagai bentuk komitmen antara Lurah 

dengan Bupati melalui Panewu, untuk mencapai sasaran dan target Pemerintah Kalurahan 

selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kalurahan 

dalam melaksanakan program, kegiatan, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, 

efisien, dan akuntabel. 

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Bimomartani telah menyusun Perjanjian Kinerja 

sesuai amanat Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Peraturan Bupati ini mengatur bahwa setiap 

Kalurahan wajib menetapkan sasaran kinerja dan indikator kinerja yang selaras dengan 

dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMKal) dan rencana kerja tahunan (RKPKal). 

Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani oleh Lurah Bimomartani pada tanggal 25 Juli 

2025 sebagai bentuk kesanggupan untuk mencapai target-target utama yang telah 

disepakati. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan melalui proses analisis kebutuhan, 

penelaahan dokumen RPJMKal dan RKPKal, serta mempertimbangkan kapasitas sumber 

daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan. 

A. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja 

Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk: 

a. memberikan kejelasan arah dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah 

Kalurahan dalam tahun berjalan. 

b. menguatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program, sehingga setiap 

kegiatan memiliki dasar yang jelas dan terukur. 

c. sebagai dasar evaluasi kinerja, baik pada akhir tahun maupun dalam 

monitoring/evaluasi internal. 

d. meningkatkan transparansi kepada masyarakat, bahwa setiap penggunaan APBKal 

diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas. 

B. Ruang Lingkup Sasaran dan Indikator Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi fokus 

pembangunan Kalurahan. Masing-masing sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja 

yang digunakan sebagai alat ukur capaian. Sasaran tersebut yaitu: 

a. Penurunan Jumlah Keluarga Miskin (KK Miskin) 

Indikator: penurunan jumlah KK Miskin setiap tahun. 

b. Penurunan Prevalensi Anak Stunting 

Indikator: penurunan jumlah anak stunting setiap tahun. 

c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan. 

Indikator: Total nilai Pendapatan Asli Kalurahan yang dapat direalisasikan pada 

tahun berjalan. 

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
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Indikator: Nilai/Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Indikator tersebut ditetapkan menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, dan Time-bound), sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kinerja 

secara terukur pada akhir tahun anggaran. 

C. Penetapan Target Kinerja 

Untuk menjamin adanya kejelasan capaian yang harus dihasilkan, setiap indikator 

diberikan target kinerja tahunan yang akan menjadi dasar pengukuran akuntabilitas. 

Target-target tersebut mengacu pada kondisi tahun sebelumnya, kapasitas anggaran 

Kalurahan, kebutuhan masyarakat, serta arahan pembangunan daerah Kabupaten 

Sleman. 

Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai 

berikut: 

a. Target penurunan jumlah KK miskin menjadi 196 pada akhir tahun. 

b. Target penurunan jumlah stunting menjadi 24 pada akhir tahun. 

c. Target peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan sebesar Rp120.000.000,- 

d. Target peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai/skor Indeks Kepuasan 

Masyarakat 80 

Penetapan target ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam merencanakan kegiatan, mengalokasikan 

anggaran, serta menetapkan prioritas pembangunan. 

D. Komitmen Pemerintah Kalurahan 

Melalui penetapan Perjanjian Kinerja ini, Pemerintah Kalurahan berkomitmen untuk: 

a. mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran kinerja; 

b. menggunakan anggaran secara efektif dan akuntabel; 

c. menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan; 

d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;dan 

e. memastikan setiap capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara 

transparan. 

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bukan hanya sebuah dokumen 

administratif, tetapi merupakan pernyataan kesanggupan pemerintah Kalurahan untuk 

mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan, serta menjadi dasar 

penilaian akuntabilitas pada akhir tahun anggaran. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

1. Analisis Pengukuran Kinerja 

Pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Bimomartani melaksanakan pengukuran 

kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis SAKIP Kalurahan. Hasil capaian 

menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja mengalami peningkatan 

dibanding tahun sebelumnya. 

a. Penurunan Jumlah Kepala Keluarga Miskin 

Capaian penurunan jumlah Keluarga Miskin (KK Miskin) pada Tahun 2025 

menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data hasil pemutakhiran, jumlah KK 

miskin yang semula sebanyak 198 KK berhasil turun menjadi 161 KK pada akhir 

tahun. Penurunan ini setara dengan 121.74 % . 

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemberdayaan dan 

perlindungan sosial yang telah dilaksanakan Pemerintah Kalurahan. Program-

program seperti pelatihan peningkatan keterampilan, fasilitasi modal usaha melalui 

BUMKal, pembinaan UMKM, serta bantuan sosial tepat sasaran terbukti 

memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Selain itu, keberhasilan penurunan KK miskin juga didukung oleh:  

1) penguatan basis data keluarga miskin melalui pembaruan data secara berkala; 

2) koordinasi intensif dengan lembaga mitra seperti Dinas Sosial, pendamping PKH 

dan TKSK; 

3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program ekonomi produktif; 

4) pemantauan berkelanjutan terhadap keluarga rentan. 

Capaian ini menjadi indikator bahwa upaya Pemerintah Kalurahan dalam 

menurunkan angka kemiskinan sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu 

dilanjutkan melalui strategi yang lebih inovatif di tahun berikutnya.  

 

b. Penurunan Jumlah Anak Stunting 

Hasil pelaksanaan program percepatan penurunan stunting pada Tahun 2025 

menunjukkan bahwa target penurunan prevalensi stunting berhasil dicapai. 

Berdasarkan data hasil pengukuran di posyandu dan sistem e-PPGBM, prevalensi 

stunting yang pada awal tahun sebesar 24 berhasil diturunkan menjadi 16 pada 

akhir tahun. Penurunan sebesar 150% ini telah melampaui target tahunan yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

Capaian positif ini mencerminkan bahwa intervensi spesifik dan sensitif yang 

dilaksanakan Pemerintah Kalurahan berjalan efektif. Beberapa program yang 

memberikan kontribusi signifikan antara lain:  

1) pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis bahan pangan lokal; 

2) penguatan fungsi posyandu dan peningkatan kualitas layanan pemantauan 

pertumbuhan; 

3) edukasi gizi dan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita; 

4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; 
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5) pemantauan intensif balita risiko stunting oleh kader kesehatan dan tenaga 

puskesmas; 

Keberhasilan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di Kalurahan serta memperkuat komitmen Pemerintah Kalurahan dalam 

mendukung agenda nasional penurunan stunting. Ke depan, strategi percepatan 

tetap akan dikembangkan untuk menjaga agar prevalensi stunting terus menurun 

secara berkelanjutan.  

 

c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan  

Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Tahun 2025 menunjukkan bahwa target yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja belum dapat sepenuhnya dicapai. Dari target 

sebesar Rp 120.000.000,-, Kalurahan hanya mampu merealisasikan sebesar Rp 

108.328.392 atau 90.27% dari target tahunan. 

Kegagalan mencapai target Pendapatan Asli Kalurahan disebabkan oleh beberapa 

faktor internal dan eksternal, antara lain:  

1) belum optimalnya pengelolaan aset Kalurahan yang menjadi sumber 

pendapatan; 

2) BUMKal belum mampu menghasilkan laba sesuai perencanaan karena baru 

aktif beroperasi dibulan Oktober; 

3) berkurangnya tingkat pemanfaatan fasilitas Kalurahan oleh masyarakat atau 

pihak ketiga. 

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal Kalurahan dalam membiayai 

program melalui pembiayaan mandiri. Beberapa kegiatan prioritas harus 

disesuaikan skala implementasinya agar tidak melebihi batas kemampuan 

keuangan. 

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kalurahan akan:  

 

1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset dan sistem 

pencatatan pendapatan; 

2) memperkuat kapasitas BUMKal dalam pengembangan unit usaha; 

3) meningkatkan strategi promosi pemanfaatan aset Kalurahan; 

4) melakukan monitoring pendapatan secara lebih intensif; 

5) merumuskan inovasi pendapatan yang sesuai potensi Kalurahan. 

 

Meskipun target tidak tercapai, Pemerintah Kalurahan tetap berkomitmen 

meningkatkan tata kelola pendapatan secara lebih profesional dan akuntabel, 

sehingga pada tahun mendatang Pendapatan Asli Kalurahan dapat meningkat dan 

mendukung pencapaian sasaran pembangunan lainnya. 

 

d. Peningkatan Pelayanan Publik 

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan publik Pemerintah Kalurahan Bimomartani telah 

memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Target nilai IKM sebesar 

80 berhasil tercapai bahkan meningkat menjadi 83.97, sehingga menggambarkan 

peningkatan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan. 
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Capaian tersebut mencerminkan bahwa program peningkatan kualitas pelayanan 

publik yang dilaksanakan sepanjang tahun telah efektif, antara lain:  

1) penyederhanaan prosedur layanan administrasi; 

2) peningkatan kompetensi Pamong Kalurahan melalui pelatihan pelayanan; 

3) perbaikan sarana prasarana ruang pelayanan; 

4) pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital; 

5) peningkatan kecepatan dan ketepatan layanan kepada masyarakat. 

Peningkatan nilai/skor IKM juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas 

terhadap standar pelayanan, keramahan aparatur, akses layanan, serta 

transparansi proses administrasi. Capaian ini memberikan dorongan positif bagi 

Pemerintah Kalurahan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

layanan sebagai bagian dari komitmen dalam SAKIP Kalurahan. 

2. Pemanfaatan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kinerja  

Dalam rangka pencapaian empat sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Bimomartani telah 

mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran secara terarah, terukur, dan 

berorientasi pada hasil. Total anggaran yang digunakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran tersebut pada tahun berjalan adalah sebesar Rp  

599.841.300,00  Anggaran ini dialokasikan melalui berbagai program dan kegiatan 

yang tercantum dalam dokumen RPMKal dan RKPKal. 

Adapun rincian pemanfaatan anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja 

adalah sebagai berikut: 

a. Penurunan Jumlah KK Miskin 

Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penanggulangan 

kemiskinan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 102.270.000 Anggaran ini 

digunakan untuk membiayai:  

1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 

Huni. 

2) Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) 

3) Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani 

4) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 

5) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) 

6) Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan 

7) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 

Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian 

ekonomi warga, sehingga jumlah KK miskin dapat berkurang sesuai target 

tahunan 

b. Penurunan Jumlah Anak Stunting 

Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kalurahan 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 152.950.000. Anggaran ini dimanfaatkan 

untuk: 

1) Penyelenggaraan Poskesdes 

2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia) 
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3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 

Anggaran ini diharapkan dapat menurunkan jumlah anak stunting secara 

signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan  

Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 283.833.800,00 

untuk mendukung kegiatan peningkatan pendapatan asli Kalurahan. Anggaran 

tersebut digunakan antara lain untuk: 

1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 

2) Penyertaan modal Bum Desa. 

Investasi anggaran di bidang ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Kalurahan secara berkelanjutan sehingga mendukung kemandirian fiskal 

Kalurahan. 

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Kalurahan 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60.787.500,00. Anggaran tersebut 

digunakan untuk: 

1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 

2) Pengembangan Sistem Informasi Desa 

3) Monitoring dan evaluasi kegiatan 

4) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 

Melalui pemanfaatan anggaran ini, Kalurahan berupaya mewujudkan pelayanan 

publik yang cepat, transparan, dan sesuai standar. 
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PENGUKURAN KINERJA 

(LAPORAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA) 

TAHUN 2025 

KALURAHAN BIMOMARTANI 

 

Kalurahan Bimomartani telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Lurah tahun 2025 dengan capaian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:   

Capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin”: 

- Capaian sasaran dimaksud didukung oleh program kegiatan yaitu : 

a. Bantuan Perikanan 

Rumus Sasaran 1 dan 2 :

  % Realisasi = Target  / Realisasi (data baseline tahun berikutnya)  x 100 % 
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1 Menurunnya Jumlah KK Miskin Jumlah KK Miskin. 196 161 121,74%   224.335.000         102.270.000 46%

2 Menurunnya Jumlah Anak Stunting Jumlah anak stunting. 24 16 150,00%   140.350.000         152.950.000 109%

3 Meningkatnya pendapatan asli Kalurahan Jumlah pendapatan asli kalurahan          120.000.000         108.328.392 90,27%     35.000.000         283.833.800 811%

4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kalurahan Indeks Kepuasan Masyarakat 80 83,97 104,96%     50.770.000           60.787.500 120%

No Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi
%                     

Realisasi

Target                 

(Rp)

Realisasi                  

(Rp)

%                       

Realisasi

Rumus Sasaran 3 dan 4 :

  % Realisasi = Realisasi (data baseline tahun berikutnya) / Target   x 100 % 



b. Fasilitasi Pembinaan P3A 

c. Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani 

d. Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (PRSE)/Desa Prima 

e. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang disabilitas) 

f. Fasilitasi/ Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kalurahan 

- Target kinerja fisik tahun 2025 sebesar 195 KK Sampai dengan bulan Desember tahun 2025 terealisasi 161 KK. Dengan 

demikian capaian ini melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target  mencapai 121.74%. 

- Target kinerja keuangan dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2025.sebesar 

Rp 224.335.000,- terealisasi Rp 102.270.000 atau 46% 

 

Capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Anak Stunting”: 

- Capaian sasaran dimaksud didukung oleh program kegiatan yaitu : 

a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan 

Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)Fasilitasi Pembinaan 

P3A 

b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Pelatihan 

/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (PRSE)/Desa Prima 

c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 

- Target kinerja fisik tahun 2025 sebesar 24 orang Sampai dengan bulan Desember tahun 2025 terealisasi 16 orang. 

Dengan demikian capaian ini melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target  mencapai 150%. 

- Target kinerja keuangan dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2025.sebesar 

Rp 140.350.000,- terealisasi Rp 152.950.000 atau 109% 

 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan”: 

- Capaian sasaran dimaksud didukung oleh program kegiatan yaitu : 

a. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa dan tenaga ahli lainnya) 

b. Penyertaan modal Ketahanan Pangan. 

- Target kinerja fisik tahun 2025 sebesar Rp 120.000.000 Sampai dengan bulan Desember tahun 2025 terealisasi Rp 

108.328.392 Dengan demikian capaian ini belum mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target  mencapai 

90.27%. 



 



Lembar Kerja Evaluasi Internal 
 

No 
Komponen/Sub 

Komponen/Kriteria 
Bukti Pendukung dan Penjelasan 

Daftar Periksa 
 (ada/tidak) 

Catatan Evaluasi 

1 PERENCANAAN 
KINERJA 

      

1.a Dokumen Perencanaan 
kinerja telah tersedia 

      

 Kriteria :    

1 

 

 

 

 

 

 
 

Kalurahan memiliki 
dokumen perencanaan 

kinerja jangka menengah 
(RPJM Kal). 

Bukti Pendukung: 
Dokumen RPJMKal. 

 
Penjelasan: 
Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja 

jangka menengah  Kalurahan yang memuat 
visi dan misi Lurah, arah kebijakan 

pembangunan Kalurahan, serta rencana 
kegiatan yang meliputi bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, 
pelaksanaan pembangunan Kalurahan, 
pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan 

pemberdayaan masyarakat Kalurahan. 

  

Ada  
 

  

2 Kalurahan memiliki 
dokumen perencanaan 

kinerja jangka pendek 
(RKP Kal). 

Bukti dukung: 
Dokumen RKPKal. 

 
 

Penjelasan: 
Telah tersedia dokumen yang memuat  

perencanaan kinerja jangka pendek yang 
merupakan penjabaran dari perencanaan 
kinerja jangka menengah Kalurahan untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun.  

Ada    



1.b Dokumen Perencanaan 

kinerja telah memenuhi 
standar yang baik, yaitu 

spesifik, terukur, mudah 
dicapai, relevan, tepat 
waktu. 

      

 Kriteria :    

1 Dokumen Perencanaan 
Kinerja telah diformalkan 
(RPJMKal /RKPKal) 

Bukti Dukung: 
- Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal.  
- Peraturan Kalurahan tentang RKPKal. 

 
Penjelasan: Dokumen perencanaan kinerja 

jangka menengah (RPJMKal), dan tahunan 
(RKPKal) telah diformalkan/ditetapkan. 

  

Ada  

 

 
 

  

2 Dokumen Perencanaan 

Kinerja telah 
dipublikasikan tepat 
waktu  (RPJMKal/RKP 

Kal) 

Bukti Dukung: 

Screen Shoot hasil unggahan dalam website 
resmi Kalurahan, SINKAL, dan media 
informasi lainnya. 

 
 

Penjelasan: 
Dokumen perencanaan kinerja jangka 

menengah,  (RPJMKal) dan Tahunan (RKPKal) 
dapat diakses dengan mudah setiap saat. 
Dokumen telah diunggah dalam website resmi 

Kalurahan, SINKAL, dan media informasi 
lainnya.  

Ada   



3 Tujuan dan Sasaran pada 

Dokumen Perencanaan 
telah jelas 

menggambarkan kondisi 
kinerja yang akan 
dicapai. 

Bukti Dukung: 

- Screen Shoot Siskeudes. 
- Dokumen RPJMKal. 

 
Penjelasan: 
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan selaras 

dengan dokumen perencanaan kabupaten. 
Berdasarkan indikator spesifik, terukur, 

mudah dicapai, relevan, tepat waktu dan 
Berdasarkan basis data yang memadai.  

Ada  
 

4 Indikator Kinerja 
Dokumen Perencanaan 
telah memenuhi kriteria 

spesifik, terukur, mudah 
dicapai, relevan, tepat 

waktu. 

Bukti Dukung:  
Dokumen RPJMKal dan RKPKal 
 

Penjelasan: Indikator kinerja sasaran dan 
hasil program (outcome) telah memenuhi 

kriteria, spesifik, tidak memiliki makna ganda, 
terukur, dapat diidentifikasi satuan atau 

parameternya, dapat dicapai (sesuai dengan 
tugas fungsi dan dalam kendalinya), relevan                  
(sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditetapkan), tepat waktu (dapat terwujud 
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan). 

Ada 
 

1.c Implementasi 

Perencanaan Kinerja. 

    
 

 Kriteria:    

1 Anggaran yang ditetapkan 
telah mengacu pada 

Kinerja yang ingin dicapai. 

Bukti Dukung: 
- Dokumen RKPKal. 

- Dokumen APBKal. 
 

Penjelasan: 
Target kinerja sasaran dalam rencana kinerja 

tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan 
dan pengalokasian anggaran.  

 
 

Ada 

 
  



2 Kegiatan yang 

dilaksanakan telah 
mendukung Kinerja yang 

ingin dicapai. 

Bukti Dukung: 

Perjanjian Kinerja yang dilengkapi dengan 
program dan kegiatan yang mendukung 

pencapaian indikator. 
  
Penjelasan: 

a. Kegiatan tersebut menjadi penyebab 
langsung terwujudnya sasaran. 

b. Kegiatan tersebut Relevan. 
c. Kegiatan tersebut Memiliki hubungan 

sebab akibat (kausalitas). 
d. Kegiatan tersebut Cukup untuk 

mewujudkan sasaran dalam rencana 

kinerja tahunan.  

Ada   

3 Target yang ditetapkan 
dalam Perencanaan 

Kinerja telah dicapai 
dengan baik. 

Bukti Dukung:  
Hasil pengukuran kinerja 

 
  

Ada   

4 Rencana Kerja Pemerintah 
Kalurahan dijabarkan 

dalam rencana kerja 
aktivitas/kegiatan dan 

selalu dipantau secara 
berkala. 

 
 

Bukti Dukung: 

Dokumen RAB/DPA dan Anggaran Kas 

 

Ada  

2 PENGUKURAN KINERJA       

2.a Pengukuran Kinerja 

telah dilakukan 

      

Kriteria:       

1 Pemerintah Kalurahan 

memiliki instrumen 
pengukuran dan 

pengumpulan data 
kinerjanya. 

Bukti Dukung:  

Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja  
 

Penjelasan: 

Ada  



Telah tersedia instrumen pengukuran kinerja 

Pemerintah Kalurahan.  
Lurah menyusun Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Kalurahan.  
 

2 Terdapat Definisi 
Operasional yang jelas 

atas kinerja dan cara 
mengukur indikator 

kinerja. 

Bukti Dukung: 
- Perjanjian Kinerja 

- RPJMKal 
- Hasil Pengukuran Kinerja 

- Hasil koordinasi internal Pemerintah 
Kalurahan  dalam penyusunan Perjanjian 
Kinerja (notulen, undangan, foto, daftar 

hadir, dll).  

Ada 
 

3 Terdapat mekanisme yang 
jelas terhadap 

pengumpulan data 
kinerja. 

Bukti dukung: 
Hasil Pengukuran Kinerja 

 
Kriteria: 

a. Ada kemudahan untuk menelusuri 
sumber datanya. 

b. Ada kemudahan untuk mengakses data 

bagi pihak yang berkepentingan. 
c. Terdapat penanggungjawab yang jelas. 

Ada  

2.b Pengukuran Kinerja 

telah menjadi kebutuhan 
dalam mewujudkan 
Kinerja secara Efektif 

dan Efisien dan telah 
dilakukan secara 

berjenjang  

      

Kriteria:       

1. Pimpinan dalam hal ini 

Lurah selalu terlibat 
sebagai pengambil 

keputusan dalam 
mengukur capaian 
kinerja. 

Bukti Dukung: 

Rapat Koordinasi yang dibuktikan dengan 
notulen, daftar hadir, upload kegiatan di 

website Kalurahan atau media sosial lainnya. 
 
Penjelasan: 

Ada  



Capaian target-target kinerja ini diukur secara 

berkala dan menjadi substansi dari 
pembinaan internal secara berjenjang yang 

dilakukan secara rutin. 
 

2 

 

 

 

 

Data kinerja yang 
dikumpulkan telah 

relevan untuk mengukur 
capaian kinerja yang 

diharapkan. 

Bukti Dukung: 
Hasil Pengukuran Kinerja. 

  
Penjelasan: 

- Pemanfaatan fitur e-SAKIP dalam aplikasi 
SINKAL dalam pengukuran dan pelaporan 
capaian kinerja. 

 

Ada  

3 Data kinerja yang 
dikumpulkan telah 

mendukung capaian 
kinerja yang diharapkan. 

Bukti dukung: 
Hasil Pengukuran Kinerja  

 
Penjelasan:  

Aksesibel untuk masyarakat luas. 
Updating dilakukan secara berkala.  

Ada   

4 Pengukuran kinerja telah 
dilakukan secara berkala. 

Bukti Dukung: 
- Hasil Pengukuran Kinerja  

 
Penjelasan: 

- Pelaksanaan desk internal, baik 
pengukuran kinerja fisik maupun keuangan 
secara periodik. 

- Seluruh target yang ada telah diukur 
realisasinya secara berkala 

(bulanan/triwulanan/ semester/tahunan). 
 

  



5 Pengukuran capaian 

kinerja telah 
memanfaatkan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 

Bukti dukung: 

Hasil Pengukuran Kinerja 
 

Penjelasan: 
Pemerintah Kalurahan telah melakukan 
pengukuran capaian kinerja. 

Tidak Ada 
 

2.c Pengukuran Kinerja 
telah dijadikan dasar 

mencapai kinerja yang 
efektif dan efisien  

      

Kriteria:       

1 Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 

penyesuaian 
kegiatan/aktivitas dalam 
mencapai kinerja. 

Bukti Pendukung: 
Perjanjian Kinerja  

 
Penjelasan: 
Perjanjian Kinerja selaras atau mengacu pada 

dokumen RPJMKal, RKPKal, dan APBKal  

Ada   

2 Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi 
penyesuaian Anggaran 

dalam mencapai kinerja. 

Bukti Pendukung: 

Hasil Pengukuran Kinerja 
 

Penjelasan: 
Perbandingan realisasi capaian kinerja 
dengan target kinerja. 

  

Ada   

3 PELAPORAN KINERJA       

3.a Terdapat Dokumen 

Laporan yang 
menggambarkan Kinerja 

 
  

      

Kriteria:       



1 Dokumen Laporan Kinerja 

tahunan Kalurahan telah 
disusun. 

Bukti dukung: 

Laporan Kinerja Pemerintahan Kalurahan 
   

 

Ada 

  

2 Dokumen Laporan Kinerja 
tahunan Kalurahan telah 

diformalkan. 

Bukti Dukung: 
Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 

 
Penjelasan 
Dokumen Laporan Kinerja tahunan 

ditetapkan oleh Lurah. 

Ada   

3 Dokumen Laporan Kinerja 
tahunan Kalurahan telah 

dipublikasikan. 

Bukti dukung:  
Foto/ screen shoot. 

 
Penjelasan: 

Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan dapat 
diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah 
Kalurahan dapat diakses melalui SINKAL, 
website Kalurahan, papan pengumuman, 

radio komunikasi, dan media informasi 
lainnya.  

Ada 
 

4 Dokumen Laporan Kinerja 

tahunan Kalurahan telah 
disampaikan tepat waktu. 

Bukti dukung: 

Surat Penyampaian Laporan Kinerja 
Pemerintah Kalurahan. 

 
Penjelasan: 
Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah 

Kalurahan disusun dan hasilnya disampaikan 
tepat waktu kepada Pihak-pihak yang terkait.  

Ada 
 

3.b Dokumen Laporan 

Kinerja telah memenuhi 
Standar sesuai 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

      

Kriteria:       



1 Dokumen Laporan Kinerja 

Pemerintah Kalurahan 
disusun sesuai dengan 

standar. 

Bukti Pendukung: 

Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 
 

Penjelasan: 
Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 
disusun sesuai pedoman dalam peraturan 

perundang-undangan 
  

 

Ada 

 

 

 
 

 

2 Dokumen Laporan Kinerja 

Pemerintah Kalurahan 
telah mengungkap 
seluruh informasi tentang 

pencapaian kinerja. 

Bukti Pendukung: 

Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 
 
Penjelasan:  

Telah tersedia dokumen Laporan Kinerja 
Pemerintah Kalurahan.  

Ada 
 

3 Dokumen Laporan Kinerja 
Pemerintah Kalurahan 

telah menginfokan 
perbandingan realisasi 

kinerja dengan target 
tahunan. 

Bukti dukung: 
Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 

 
Penjelasan: 

- Laporan Kinerja menyajikan informasi 
mengenai kinerja yang telah diperjanjikan 

dan membandingkan realisasi kinerja 
dengan target tahunan. 

- Mencantumkan perbandingan realisasi 

kinerja fisik dan keuangan.  

Ada   

4 Dokumen Laporan Kinerja 
tahunan Kalurahan telah 

menginfokan 
perbandingan realisasi 
kinerja dengan target 

jangka menengah. 

Bukti dukung:  
Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 

 
Penjelasan: 
- Laporan Kinerja menyajikan informasi 

mengenai kinerja yang telah diperjanjikan 
dan membandingkan realisasi kinerja 

dengan target jangka menengah (RPJMKal) 
sesuai dengan kewenangan Kalurahan. 

Ada   



- Membandingkan perbandingan realisasi 

perjanjian kinerja dengan target jangka 
menengah (RPJMKal). 

5 Dokumen Laporan Kinerja 
tahunan Kalurahan telah 

menginfokan 
perbandingan realisasi 

kinerja dengan realisasi 
kinerja tahun-tahun 

sebelumnya. 

Bukti dukung: 
Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 

 
Penjelasan 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 
mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan 

membandingkan realisasi kinerja dengan 
realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.  

Ada   

6 Dokumen Laporan Kinerja 
tahunan Kalurahan telah 

menginfokan capaian 
kinerja beserta upaya 

nyata dan/atau 
hambatannya. 

Bukti dukung: 
Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan 

 
 

Penjelasan: 
Laporan Kinerja menyajikan informasi 

capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau 
hambatannya, dan penyelesaian atas 
hambatan-hambatan yang dihadapi. 

 
 

 
 

  

Ada 
 

3.c Pelaporan Kinerja 

menjadi dasar 
penyesuaian 

strategi/kebijakan 
dalam mencapai kinerja 

berikutnya  

      

Kriteria:       



1 Informasi dalam laporan 

kinerja telah digunakan 
dalam evaluasi 

pencapaian keberhasilan 
kinerja. 

Bukti dukung:  

evaluasi capaian Kinerja  
 

Penjelasan:   
Telah dilaksanakan forum evaluasi capaian 
kinerja (surat undangan, notulen, daftar 

hadir, foto dll) atau disampaikan melalui web 
site dan media informasi lainnya.   

Ada 
 

2 Informasi dalam laporan 

kinerja telah digunakan 
dalam penyesuaian 
perencanaan kinerja yang 

akan dilaksanakan 
berikutnya. 

Bukti dukung: 

RKPKal 
 
 

Kriteria: 
Penyesuaian perencanaan kinerja  didasarkan 

atas informasi dalam laporan kinerja dalam 
rangka mewujudkan Pemerintah Kalurahan  

yang efektif dan efisien. 

Ada 
 

4 EVALUASI 
AKUNTABILITAS 
KINERJA INTERNAL 

      

4.a Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal telah 

dilaksanakan 

      

Kriteria:       

1 Terdapat mekanisme 
Evaluasi Internal 
Pemerintah Kalurahan 

Bukti Dukung:  

• Berita Acara Evaluasi Internal 

• Surat Pernyataan Telah Melakukan 
Evaluasi Internal 

 
 

Penjelasan: 
Evaluasi Internal dilakukan sesuai LKE. 

Dapat berupa rapat pembinaan SAKIPKal. 

Ada 
 

4.b Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal telah 
dilaksanakan   

      



Kriteria:       

1 Evaluasi Internal telah 
dilaksanakan  

Bukti Dukung:  

• Berita Acara Evaluasi Internal 

• Surat Pernyataan Telah Melakukan 

Evaluasi Internal 
Penjelasan: 
Terdapat forum yang dilaksanakan dalam 

rangka evaluasi Internal Pemerintah 

Kalurahan. 

Ada 
 

2 Evaluasi Internal telah 

dilaksanakan dan 
melibatkan pihak-pihak 
yang terkait dengan 

Kinerja Pemerintah 
Kalurahan. 

Bukti Dukung:  

• Berita Acara Evaluasi Internal 

• Surat Pernyataan Telah Melakukan 
Evaluasi Internal 

Penjelasan: 

Terdapat forum yang dilaksanakan dalam 
rangka evaluasi Internal dan dapat 

melibatkan BPKal dan/atau Kapanewon. 

Ada   

4.c Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal 
meningkatkan 

Implementasi SAKIP  

      

Kriteria:       

1 Hasil Evaluasi SAKIPKal 

Internal telah 
dimanfaatkan untuk 

perbaikan dan 
peningkatan 
akuntabilitas kinerja. 

Bukti Dukung: 

Bukti perbaikan/peningkatan nilai 
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kalurahan 

tahun-n dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. 
Penjelasan: 

Apakah terdapat perbaikan dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan 

capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

Ada  

 


